
 

 19305 | Journal of Innovative and Creativity , 5(2) 2025 

 

Journal iof iInnovative iand iCreativity 

Journal iHomepage: ihttps:// joecy.org/ index.php/ joecy 

e-mail: ijournaljoecy@ gmail.com 

Faculty iof iEducation 

University iof iPahlawan iTuanku iTambusai 

ISSN i2775-771X i(Online) 

ISSN  i2962-570X i(Printed) 

5 (2) i2025, iPage: 19305-19314 

 

Kecurangan Pemilahan Presiden 2024; 

“Analisis Wacana Kritis Konstruksi Pemberitaan Media”  

   

Hermansyah 

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pamulang, Indonesia 

Corresponding Author: Hermansyah e-mail: dosen03073@ unpam.ac.id 

 

 

                                      

Published: Agust , 2025 

ABSTRAK  

Penelitian ini mengkaji konstruksi pemberitaan media online mengenai kecurangan pemilu 2024 di Indonesia. Melalui 

pendekatan analisis wacana kritis, studi ini mengeksplorasi bagaimana media online membentuk persepsi publik terhadap 

legitimasi proses pemilu. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai artikel berita, penelitian ini 

mengidentifikasi strategi naratif yang digunakan oleh media untuk melaporkan dugaan kecurangan tersebut. Temuan 

menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan dalam pemberitaan yang dapat mempengaruhi opini publik, baik secara 

positif maupun negatif. Studi ini memberikan wawasan baru mengenai peran media dalam demokrasi dan bagaimana 

pemberitaan dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap integritas pemilu. 

 

Kata kunci: Pemilu 2024; Pilpres 2024; Pileg 2024; Analisis Wacana Kritis; media online 

 

ABSTRACT  

This research examines the construction of online media reporting on the alleged electoral fraud in the 2024 elections in 

Indonesia. Employing a critical discourse analysis approach, this study explores how online media shapes public 

perception regarding the legitimacy of the electoral process. By collecting and analyzing data from various news articles, 

this research identifies narrative strategies used by the media to report on the alleged fraud. Findings indicate a tendency 

in reporting that can influence public opinion, both positively and negatively. This study provides new insights into the 

role of media in democracy and how reporting can affect societal views on the integrity of elections 
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PE NDAHUL UAN   

  Pemilihan umum Indonesia 2024 merupakan peristiwa penting dalam demokrasi Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh warga negara harus berpartisipasi dalam pemilihan presiden, 

wakil presiden, dan anggota legislatif. Proses ini diawali dengan tahapan perencanaan dan 

penyusunan program dan kegiatannya. Termasuk anggaran yang mendukung seluruh kegiatan dan 

proses secara berjenjang. Perencanaan diikuti melalui pemutakhiran data pemilih dan penyusunan 

daftar pemilih. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu juga menjadi bagian krusial dari proses ini. 

Pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari 2024, warga negara memberikan suara mereka 

dalam sebuah sistem pemilihan yang telah direncanakan dengan matang. Setelah pemungutan suara, 

https://joecy.org/index.php/joecy
mailto:journaljoecy@gmail.com
https://issn.lipi.go.id/terbit/detail/20211008560887211
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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penghitungan suara dilakukan, diikuti oleh rekapitulasi hasil penghitungan suara yang berlangsung 

hingga 20 Maret 2024.  

  Pemilu 2024 juga menandai pentingnya partisipasi pemilih muda dan dinamika politik yang 

berkembang, termasuk potensi polarisasi dan dinasti politik. Pemilu ini diharapkan dapat 

berlangsung dengan damai dan adil, mencerminkan kehendak rakyat dalam memilih pemimpin 

mereka. Pelaksanaan Pemilu 2024 telah mendapatkan sorotan karena berbagai dugaan kecurangan 

yang dilaporkan oleh lembaga pemantau dan media. Misalnya, laporan dari Democracy and E lectoral 

Empowerment Partnership DEEP) Indonesia yang menyebutkan bahwa terdapat kelebihan surat suara 

yang tercoblos, tertukar, dan hilang, serta kotak suara yang tidak tersegel dengan baik. Isu ini 

menjadi sangat relevan mengingat pemilu merupakan momen krusial dalam menentukan arah dan 

masa depan negara. Oleh karena itu, analisis wacana kritis terhadap konstruksi pemberitaan media 

online mengenai kecurangan pemilu menjadi penting untuk memahami bagaimana media 

mempengaruhi persepsi publik terhadap kejadian tersebut. Penelitian ini dapat mengeksplorasi 

bagaimana media online melaporkan dugaan kecurangan, narasi apa yang dibangun, dan bagaimana 

hal tersebut dapat mempengaruhi opini publik. Dengan menggunakan teori analisis wacana kritis, 

peneliti dapat mengidentifikasi strategi linguistik yang digunakan oleh media untuk membingkai isu 

kecurangan pemilu, serta implikasinya terhadap demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap 

sistem pemilu. Selain itu, penelitian ini juga dapat membahas bagaimana kecurangan pemilu 

dilaporkan dalam konteks global dan apa perbedaannya dengan pelaporan di Indonesia. Dengan 

memahami latar belakang masalah ini, penelitian dapat memberikan kontribusi dalam bidang ilmu 

komunikasi dan studi media, serta memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan untuk 

meningkatkan transparansi dan integritas pemilu di masa depan. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi referensi bagi masyarakat umum untuk lebih kritis dalam menerima informasi yang disajikan 

oleh media, khususnya terkait isu sensitif seperti kecurangan pemilu.  

  Metode penelitian yang berjudul "Kecurangan Pemilu 2024: Analisis Wacana Kritis 

Konstruksi Pemberitaan Media Online" adalah analisis wacana kritis. Pendekatan ini memungkinkan 

peneliti untuk memeriksa dan memahami hubungan antara penggunaan bahasa dalam media online 

dan kekuatan sosial yang terlibat dalam konstruksi realitas pemilu. Penelitian ini akan menggunakan 

kerangka kerja teoretis yang dikembangkan oleh para ahli seperti Norman Fairclough dan Teun A. 

van Dijk, yang menekankan pada analisis tekstual, praktik diskursif, dan konteks sosial budaya. 

Proses penelitian akan dimulai dengan pengumpulan data, yang melibatkan seleksi artikel dari 

berbagai media online yang melaporkan tentang pemilu. Artikel-artikel ini akan dipilih berdasarkan 

kriteria tertentu, seperti periode waktu tertentu sebelum dan sesudah pemilu, serta relevansi dengan 

isu kecurangan pemilu. Setelah itu, peneliti akan melakukan analisis tekstual terhadap artikel-artikel 

tersebut, memeriksa aspek-aspek linguistik seperti pilihan kata,metafora, dan struktur argumen. 
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Selanjutnya, peneliti akan menganalisis praktik diskursif, yaitu cara-cara artikel tersebut diproduksi, 

didistribusikan, dan dikonsumsi oleh publik. Hal ini melibatkan pemahaman tentang proses editorial, 

sumber berita, dan audiens target. Konteks sosial budaya juga akan diperhatikan, termasuk faktor-

faktor seperti situasi politik saat itu, hukum yang berlaku, dan dinamika kekuasaan dalam 

masyarakat. Analisis ini akan membantu mengungkap bagaimana media online membingkai isu 

kecurangan pemilu, narasi yang dibangun, dan potensi pengaruhnya terhadap opini publik. 

Penelitian ini juga akan mengeksplorasi perbedaan dalam pelaporan antara media lokal dan 

internasional, serta antara media yang memiliki orientasi politik yang berbeda.  

 

ME TODE  PENE L ITIAN  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri bertujuan 

untuk membangun gambaran yang komplek dan holistik tentang fenomena-fenomema yang ada 

secara alamiah (setting natural) agar mendapatkan pemahaman komprehensif tentang kejadian, orang 

atau kelompok tertentu yang berhubungan langsung dengan topik penelitian, dalam hal ini 

pengalaman seorang aktor (Breuning Marijke et al. 2013: 826).Pendekatan kualitatif dapat digunakan 

untuk mengungkap atau melihat suatu peristiwa maupun keadaan objek dalam konteks tertentu, 

guna menemukan makna (meaning) atau pemahaman yang mendalam tentang suatu kejadian yang ada 

dilapangan (Yusuf, Murni. A 2017: 43).  

 Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan dokumentasi,  yang  

merupakan  sumber  data  utama dalam  studi  kasus. (Denzin  &  Lincoln,  2011).  Sementara  itu,  

dokumentasi  dilakukan  dengan mengumpulkan  dan  menganalisis  dokumen-dokumen  yang  

berkaitan  dengan  tujuan penelitian. Seperti foto, video, atau releaseyang telah dipublikasikan di 

berbagai media komunikasi  maupun  berbagai  bentuk  publikasi  pendukung lainnya yang ada di 

internet. 

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis  Miles dan 

Humberman (1984) dikutip dari (Sugiyono 2016: 247), mengemukakan aktivitas dalam analisis data 

terdiri dari beberapa komponen yaitu: dengan  triangulasi  sebagai  teknik  validitas  guna  

menghasilkan  simpulan penelitian  yang  valid  dan  mampu  menjawab  masalah  penelitian  yang  

ada (Sugiyono, 2011).   Analisis   dimulai   dengan   mereduksi   data   yang   dihasilkan   dari   

wawancara, observasi dan dokumentasi ke dalam fokus penelitian. Selanjutnya  data  yang  telah  

direduksi kemudian  disajikan  dalam  bentuk  narasi,  tabel,  atau  gambar  guna  menguraikan  hasil 

penelitian (Bazeley, 2020). Setelah di sajikan melalui berbagai bentuk sajian data, ditarik kesimpulan   

penelitian   yang   representatif   terhadap   rumusan   masalah   dan   tujuan penelitian (Majid, 

2017). Pada pemberitaan media melibatkan serangkaian langkah yang sistematis dan mendalam.  

 
 



 

19308 | Journal of Innovative and Creativity , 5(2) 2025 

 

HASIL  DAN  PE MBAHASAN   

Kelembagaan 

  Mekanisme pelaporan kecurangan kepada Panwaslu di Indonesia telah dirancang untuk 

memudahkan warga dalam menyampaikan dugaan pelanggaran pemilu. Warga dapat melaporkan 

kecurangan baik secara online maupun offline. Untuk pelaporan online, beberapa daerah 

menyediakan platform khusus di situs Bawaslu daerah, seperti yang tersedia di Bangka Belitung di 

laman babel.bawaslu.go.id. Di sana, pelapor dapat mengisi data pribadi dan detail pengaduan secara 

kronologis, kemudian mengirimkannya melalui sistem tersebut. Namun, jika sistem pelaporan online 

belum tersedia atau tidak dapat diakses, pelapor dapat mendatangi kantor Bawaslu terdekat. Di 

kantor Bawaslu, pelapor akan menyampaikan laporan pelanggaran pemilu kepada petugas dengan 

menyerahkan data diri dan bukti-bukti yang mendukung. Petugas akan mencatat laporan tersebut 

dalam formulir pelaporan. 

  Selain itu, terdapat aplikasi berbasis Android bernama Gowaslu yang memungkinkan 

masyarakat untuk mengirimkan laporan dugaan pelangaran. Aplikasi ini memfasilitasi adanya data, 

temuan, dan informasi mengenai pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh individu, kelompok 

masyarakat, atau organisasi pemantau. Setiap laporan yang diterima oleh Bawaslu akan diverifikasi 

terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Informasi awal dugaan 

pelanggaran dapat disampaikan melalui saluran telepon, surat elektronik, atau secara langsung ke 

sekretariat Bawaslu di berbagai tingkatan. Pelapor harus memenuhi syarat tertentu, seperti 

menunjukkan identitas, waktu pelaporan tidak melebihi batas tujuh hari sejak kejadian, identitas 

pelaku pelanggaran, uraian kejadian, serta bukti yang relevan. Proses pelaporan ini dirancang untuk 

memastikan bahwa setiap dugaan kecurangan dalam pemilu dapat ditangani dengan cepat dan 

efektif, memungkinkan Bawaslu untuk melakukan investigasi dan penindakan yang diperlukan untuk 

menjaga integritas pemilu. Dengan mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan responsif, 

diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu akan meningkat, sehingga pemilu dapat 

berlangsung dengan lebih adil dan transparan. Proses penanganan laporan kecurangan oleh Badan 

Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Indonesia dimulai dengan penerimaan laporan dari 

masyarakat atau temuan dari pengawas pemilu. Setelah laporan diterima, Bawaslu akan melakukan 

verifikasi awal untuk memastikan laporan tersebut memenuhi syarat formal dan materiil. Syarat 

formal meliputi identitas pelapor yang jelas, waktu pelaporan yang tidak melebihi batas waktu yang 

ditentukan, dan keabsahan tanda tangan pelapor. Syarat materiil mencakup nama dan alamat 

terlapor, uraian kejadian, waktu dan tempat peristiwa terjadi, saksi-saksi yang mengetahui peristiwa, 

dan bukti yang relevan. 

 Setelah laporan diverifikasi, Bawaslu akan melakukan kajian lebih lanjut terhadap temuan atau 

laporan dugaan pelanggaran. Dalam proses kajian ini, Bawaslu dapat meminta kehadiran pelapor, 
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terlapor, pihak yang diduga pelaku pelanggaran, saksi, dan/atau ahli untuk memberikan keterangan 

dan/atau klarifikasi di bawah sumpah. Hasil kajian akan dikategorikan menjadi pelanggaran 

pemilu/pemilihan, bukan pelanggaran, atau sengketa pemilu. Jenis pelanggaran yang dikaji meliputi 

pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, dan tindak pidana 

pemilu. Jika ditemukan bukti yang cukup, Bawaslu akan melanjutkan dengan proses penanganan 

pelanggaran yang lebih formal. Proses ini melibatkan penyelidikan dan penyidikan lebih mendalam, 

yang dapat mencakup pengumpulan bukti tambahan, pemeriksaan saksi, dan analisis dokumen. 

Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran administratif dan kode etik, sementara 

tindak pidana pemilu akan diserahkan kepada kepolisian dan kejaksaan untuk proses hukum lebih 

lanjut. Selama proses penanganan berlangsung, status penanganan pelangaran dapat dilihat di papan 

pengumuman dan laman resmi Bawaslu. Pelapor juga dapat diberitahu mengenai status penanganan 

melalui surat. Proses penanganan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu ditargetkan selesai dalam waktu 

14 hari kerja setelah laporan diterima dan diregistrasi. 

Table. 1 Rangkuman Kewenangan Bawaslu dan MK 

Sumber: Olahan Peneliti (2024) 

 Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan setiap proses pemilu dapat berlangsung dengan adil dan 

transparan, serta setiap dugaan kecurangan dapat ditangani dengan cepat dan tepat. Pelanggaran 

L embaga Kewenangan 

Bawaslu -Mengawasi semua tahapan    penyelenggaraan 

Pemilu 

- Menerima laporan pelangaran peraturan 

perundang-undangan pemilu 

- Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam 

penyelenggaraan pemilu 

- Meneruskan temuan dan laporan yang tidak 

dapat diselesaikan kepada instansi yang 

berwenang 

MK       - Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 

- Memutus sengketa kewenangan lembaga 

negara yang kewenangannya diberikan oleh 

UUD 1945 

- Memutus pembubaran partai politik 

- Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan 

umum 
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kode etik umumnya berkaitan dengan perilaku tidak etis oleh penyelenggara pemilu, seperti bias atau 

penggunaan wewenang untuk keuntungan pribadi. Pelanggaran administratif mencakup kesalahan 

dalam proses administrasi pemilu, seperti kesalahan dalam pencatatan suara atau distribusi materi 

pemilu. Sementara itu, tindak pidana pemilu adalah pelanggaran yang paling serius dan meliputi 

tindakan seperti pemalsuan suara, intimidasi pemilih, dan money politics, di mana calon atau tim 

sukses memberikan uang atau barang kepada pemilih untuk memengaruhi pilihan mereka. 

Pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya mengganggu integritas proses pemilu tetapi juga dapat 

mempengaruhi hasil pemilu secara keseluruhan. Oleh karena itu, penanganan yang cepat dan tepat 

terhadap laporan pelanggaran ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung 

dengan adil dan transparan. 

Tabel. 2  jenis-jenis kecurangan yang dilaporkan selama pemilu 2024: 

Jenis Kecurangan Deskripsi 

Pembagian sisa surat 

undangan 

Surat undangan untuk memilih yang dibagikan kepada individu yang 

tidak berhak. 

Manipulasi suara 

calon legislatif 

Memindahkan suara dari satu calon legislatif ke calon lain dalam satu 

partai, atau memasukkan suara partai ke calon tertentu. 

Jual beli rekapitulasi 

suara 

Terjadi utamanya bagi partai yang tidak lolos parliamentary threshold, 

melibatkan transaksi rekapitulasi suara. 

Surat suara rusak atau 

hilang 

Logistik surat suara yang banyak tercoblos, tertukar, atau hilang. 

Kotak suara tidak 

tersegel 

Laporan tentang kotak suara yang ditemukan tidak tersegel di 

beberapa tempat pemungutan suara. 

TPS tidak aksesibel Tempat pemungutan suara yang tidak dapat diakses oleh pemilih 

dengan disabilitas. 

Politik uang Praktik memberikan uang atau barang kepada pemilih untuk 

memengaruhi pilihan mereka. 

Penghalangan 

pemilih 

Tindakan menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. 

Manipulasi data DPT Data Daftar Pemilih Tetap yang dimanipulasi untuk keuntungan 

tertentu. 

Menghalangi saksi di 

TPS 

Upaya untuk menghalangi saksi dari partai atau calon tertentu di 

Tempat Pemungutan Suara. 

Sumber: Olahan Peneliti (2024) 
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 Tabel ini mencerminkan berbagai bentuk kecurangan yang dapat mengganggu integritas pemilu dan 

menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat serta penanganan yang cepat dan tepat terhadap 

setiap laporan kecurangan. Selama kampanye pemilihan umum, partai politik dapat terlibat dalam 

berbagai tindakan yang melanggar aturan pemilu yang telah ditetapkan. 

 

KE SIMPULAN  

  Media online di Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk narasi kecurangan 

selama pemilu 2024. Laporan-laporan yang menyoroti dugaan kecurangan telah mempengaruhi 

persepsi publik dan menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi hasil pemilu. Misalnya, Antlöv 

(2003) menekankan pentingnya partisipasi politik dan kekuasaan dalam demokrasi Indonesia, yang 

dapat dikaitkan dengan bagaimana media melaporkan dan menganalisis proses pemilu. Dalam 

konteks pemilu 2024, narasi kecurangan yang dibangun oleh media online mungkin telah 

mengurangi kepercayaan publik terhadap proses demokratis, sebagaimana Hillman (2011: 311) 

menggambarkan pentingnya tata kelola pemilu untuk konsolidasi demokrasi. Selanjutnya, Mietzner 

dan Aspinall (2010: 1) memberikan gambaran umum tentang tantangan demokratisasi di Indonesia, 

yang relevan dengan situasi saat ini di mana narasi kecurangan dapat memperumit proses 

demokratisasi yang sudah kompleks. 

Pemantauan media sosial oleh Drone Emprit menunjukkan bahwa percakapan tentang 

kecurangan pemilu menjadi topik yang sangat dibicarakan di media sosial, dengan emosi marah yang 

dominan di antara warganet. Hal ini mencerminkan dampak signifikan dari narasi kecurangan 

terhadap emosi dan reaksi publik. Kecurangan yang dilaporkan oleh media online, seperti surat suara 

yang sudah tercoblos dan kotak suara yang tidak tersegel, telah menimbulkan keraguan atas 

integritas pemilu. Selain itu, keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang 

memberikan sanksi kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menambah kerumitan 

dalam persepsi publik terhadap legitimasi pemilu. Dampak dari narasi kecurangan ini terhadap 

persepsi publik dapat dilihat dari penurunan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, 

serta penurunan persepsi pemilu yang jujur dan adil. Narasi kecurangan yang dibangun oleh media 

online, apakah berdasarkan bukti atau spekulasi, memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini 

publik dan merusak kepercayaan pada sistem demokrasi. 
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